ABSTRAK

Albert Anggara Putra. 2022 “Pemberhentian Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum”’.,

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem pemilihan
umum yang dilaksanakan oleh rakyat secara langsung ini adalah sistem
proporsional terbuka dimana suara terbanyaklah yang menjadi dasar penetapan
calon legislator terpilin. Partai politik tidak berwenang menentukan atau
mengganti secara sepihak calon legislator terpilih dengan calon legislator lainnya.
Akan tetapi, melihat fenomena yang baru saja terjadi pada Pemilihan Umum 2019
membuat sistem pemilihan proporsional terbuka ini menjadi tidak konsisten. Pada
Pemilu 2019, terdapat beberapa calon legislator terpilih yang diberhentikan oleh
partai politik dengan cara sepihak, bahkan pemberhentian tersebut dilakukan
sebelum pelantikan. Fenomena ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang
mekanisme pemberhentian calon anggota dewan terpilih, akibat hukum
pemberhentian dan upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih
setelah diberhentikan oleh partai politik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum
(Rule of Law), Teori Demokrasi, dan Teori Sistem Pemilihan Proporsional
Terbuka, serta teori pertanggungjawaban politik yakni suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme dan kompetensi dengan prinsip
kebebasan dengan bertanggung jawab sehingga tercapai hasil yang layak, efektif
dan efisien untuk kepentingan umum.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif Analisis,
yaitu untuk menggambarkan, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengkontruksi
gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan
beberapa kejadian serta masalah yang aktual dengan realita yang menyangkut
permasalahan-permasalahan mengenai pemberhentian calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Mekanisme pemberhentian calon
anggota dewan terpilihdari Partai Politik menurut aturan yaitu apabila: meninggal
dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai Politik lain; atau
melanggar AD dan ART. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART 2) Akibat
hukum pemberhentian seseorang sebagai anggota partai politik akan berdampak
kepada posisinya sebagai anggota DPR. Hal tersebut dikarenakan adanya
hubungan yang erat antara calon atau anggota DPR dengan partai politik
pengusungnya. 3) Upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih yaitu
mengajukan keberatan atas keputusan pemberhentian tersebut kepada Mahkamah
Partai Politik. Kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemberhentian
keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pemberhentian sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu terdapat mekanisme tersendiri terhadap
pemberhentian anggota DPR di dalam tubuh DPR.



ABSTRACT

Albert Anggara Putra. 2022 ""Dismissal of Candidates for Elected Members of
the House of Representatives by The Political Party of the 2019 General
Election Is Linked to Law No. 7 of 2017 concerning General Elections™.

Based on the prevailing laws and regulations, the electoral system carried
out by the people directly is an open proportional system where the most votes are
the basis for the determination of elected legislator candidates. Political parties
are not authorized to unilaterally determine or replace elected legislators with
other legislators. However, seeing the phenomenon that has just occurred in the
2019 General Election makes this open proportional election system inconsistent.
In the 2019 election, there were several candidates for elected legislators who
were dismissed by political parties in a unilateral way, even the dismissal was
made before the inauguration. This phenomenon has come under intense scrutiny
from the public.

The purpose of this research is to find out and analyze about the mechanism
of dismissal of elected councillor candidates, due to the law of dismissal and legal
efforts made by prospective elected members after being dismissed by political
parties.

The theories used in this study are the State Of Law Theory, Democracy
Theory, and Theory of Open Proportional Election System, and the theory of
political accountability which is an obligation that must be carried out with the
principle of professionalism and competence with the principle of freedom
responsibly so as to achieve decent, effective and efficient results in the public
interest.

This research is qualitative research with descriptive methods of analysis,
namely to describe, analyze, clarify, and construct symptoms or phenomena based
on observations and some actual events and problems with realities related to the
dismissal of candidates for the House of Representatives of the Republic of
Indonesia elected by political parties.

The results of this study show that 1) The mechanism of dismissing
candidates for elected council members from political parties according to the
rules, namely if: death, resign in writing, become a member of another Political
Party; or violate AD and ART. The procedure for termination of political party
membership as referred to in paragraph (1) is stipulated in AD and ART 2) As a
result of the law of dismissal of a person as a member of a political party will
have an impact on his position as a member of parliament. This is due to the close
relationship between candidates or members of the DPR with the political party of
its bearer. 3) Legal efforts made by prospective elected members are to submit
objections to the dismissal decision to the Court of Political Parties. It then filed a
lawsuit with the court over the dismissal of political party membership followed
by dismissal as a member of the House of Representatives. In addition, there is a
separate mechanism for the dismissal of DPR members in the DPR body.
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